
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 204/800/ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAITUGAS BELAJAR DILINGKUNGAN PE]Ⅵ [ERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROGRAル I PENDIDIKAN

STRATA SATU PROGRAM STUDIILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS

PADA FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS PE]Ⅵ[BANGUNAN INDONESIA卜IANADO

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

lVleniinbang :  a.  bahヽⅣa berdasarkan Peraturan Presiden Norllor 12

Tahun 1961 tentang Pel■ berian Tugas Belaiar dan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reforinasi Birokrasi No]m.or 28 Tahun 2021 tentang

Pengembangan Kolnpetensi Bagi PegaⅧ ′ai Negeri Sipil

Mielalui Jalur Pendidikan, Inaka perlu lnenunjuk

Pegawai Negeri Sipil untuk inengikuti pendidikan;

b. bah、va  berdasarkan  pertirnbangan  sebagairnana

dirnaksud dalarrl huruf a,perlu inenetapkan Keputusan

Bupati tentang Penunjukan PegaWai TugaS Belalar di

Lingkungan Pel■lerintah Daerah iKabupaten Kepulauan

Sangihe Progranl Pendidikan Strata Satu Prograrll

Studi 1lrnu Keperawatan dan Profesi Ners pada

Fakultas  Keperawatan  Universitas  Pernbangunan

lndonesia詢Ianado;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa 
ONomor 1822);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentartg

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor L4L, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68971;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2A14 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di

Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor \7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Rb
Indonesia Nomor 6a771;
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Peraturan Pelm.erintah No]mor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Nege五  Sipil (Lel■baran Negara

Republik  lndonesia  Tahun  2021  Nolmor  202,

Ta11lbahan  Lelllbaran  Negara Republik lndonesia

Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nolm.or 12 Ta_hun 1961 tentang

Peinberian Tugas Bel■ iar(Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun  1961  Nornor  234,  Talllbahan

Lel■baran Negara Republik lndonesia Nolm.or 2278);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nolmor 6 Tahun

2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan

Pelm.erintah Norllor 94 Tahun 2021 tentang iDisiplin

Pegawai Negeri Sipil(Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2022 No]mor 384);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:

Nama : WINDY ARIFIN, A.Md.Kep

Nip : 198404A1 241i02 2 001

PangkatlGolongan : Penata, lll I c
Jabatan : Perawat Penyelia

Unit Kerja : Puskesmas Manente

Sebagai Pegawai Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Program Pendidikan

Strata Satu Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi

Ners pada Fakultas Kepera'watan Universitas Pembangunan

Indonesia Manado.

Pegawai Tugas Belajar sebagaimana diktum KESATU

mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak:

a. PNS yang sedang menjalani tugas beiajar diberikan

penghasilan sesuai dengan ketentuan perat:uran,-

perundang-undangan;
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b.PNS yang telah lnenJalani tugas bel司 ar dan

diberhentikan dari jabatannya,  rnelaksanakan 
“
θ―

θ′lt7・こ′ρ́ 0(7“
`lm di unit kerja yang lnelaksanakan fungsi

di bidang kepega、″aian;

C・ InStanSi  peinerintah  lnelalui  unit  ke巧 a  yang

11lenyelenggarakan fl■ ngsi di bidang kepegawaian

n■enyelenggarakan 
“
e―θntry ′rogrα″ι bagi PNS yang

telah nlelllalani tugaS bel菊 ar;

d. PNS sebagairnana dirnaksud pada huruf b diberikan

jabatan  sebagai  pelaksana  dan  lnendapatkan

penghasilan sesuai dengan jabatannya;

eo PNS yang telah rnenyelesaikan tugas belalar dapat

ltengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan

ketentuan perundang―undangan;dan

i PNS yang inengusulkan peningkatan pendidikan

sebagairnana dilnaksud pada huruf e, tidak berhak

rnenuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali

terdapat forn■ asi。

2.Kewttiban:

ao PNS  walib  lnenandatangani  pe」 anjian  terkait

pemberian tugaS bel司 ar Sebelum lnelakSanakan

tugaS bel巧 ar;

b.PCttanjian terkait pClmberian tugaS belalar paling

sedikit rnelnuat:

1)Su匈 ek pettanJian;

2)kesepakatan para pihak;dan

3)objek yang dipe」 alliikan, antara lain narna

perguruan tinggi, progranl studi dan akreditasi

prOgranl Studi, jangka Waktu (maSa) tugaS

belaiar,  hak  dan  keWajiban  para pihak,

kOnsekuensi atas pelanggaran kewajiban,keadaan

kahar`た)rCe 7716JCaり ,dan pCnyeleSaian Sengketa.

C. Pengaturan lmLengenai kOnSekuenSi ataS pelanggarain

keWttiban Sebagaimana dimakSud pada huruf b

angka 3), disusun dengan lmeinpertiinbangkan

surnber pendanaan dan kedudukan PNS;
で ら
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d. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib

melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari
keda sejak berakhirnya masa tugas belajar;

e. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib
melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa

pelaksanaan tugas belajar, bagr PNS yang menjalani

tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari
jabatannya;

Se1ama menjaiani ikatan dinas, pNS tidak
diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai

PNS;

g. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e

dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain
sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur
masing-masing PPK atas persetujuan Menteri; dan

h. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana

dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:

1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;

2. mencapai batas usia pensiun; atau

3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA   : Jangka waktu tugas belaiar selaFna 3(tiga)tahun

KEE]MIPAT Biaya pendidikan selama mengikuti perkuliahan sepenuhnya

dengan biaya mandiri.

KELI]頭A Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka".R I

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 31 JuIi 2025

BUPATI AN SANGIHE,
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MICHAEL


